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DAFTAR TRANSLITERASI
A. Transliterasi
1. Konsonan
Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf latin sebagai
berikut:
b : ب z : ز f : ف
t : ت s : س q : ق
ts : ث sy : ش k : ك
j : ج sh : ص l : ل
h : ح dh : ض m : م
kh : خ th : ط n : ن
d : د zh : ظ w : و
dz : ذ ' : ع h : ه
r : ر gh : غ y : ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa tanda
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').
2. Vokal dan Diftong
a. Vokal atau bunyi (a), (i) dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai
berikut:
Vokal Pendek Panjang
Fathah a â
Kasrah i î
Dammah u û
b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw),
misalnya: bayn (ﻦﯿﺑ) dan qawl (ﻮﻘﻟ ).
1) Syahadah dilambangkan dengan konsonan ganda.
x2) Kata sandang al- (alif lam ma'rifah) ditulis dengan huruf kecil,
kecuali bila terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis
dengan huruf besar (Al-) Contohnya: Al-Khitâb.
3) Ta’ marbutha (ة) ditranliterasikan dengan t. Tetapi jika ia terletak di
akhir huruf h.Contohnya: Fatimah
4) Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Adapun kata
atau kalimat yang sudah dibakukan menjadi bagian dari
perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam
tulisan bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di
atas, misalnya perkataan Al-Qur’an, sunnah dan khusus. Namun bila
kata-kata tersebut menjadi bagian dari teks Arab, maka harus
ditransliterasikan secara utuh, misalnya: ﺖﯿﺒﻟ ا ﻞھ ا (Ahl Al-Bayt).
B. Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
1. Swt. = Subhânahû wata'âlâ
2. Saw. = Sallâ Allâhu 'Alayhi wa Sallam
3. A.s. = 'Alayhi Al-Salâm
4. H. = Hijriah
5. M. = Masehi
6. S. M. = Sebelum Masehi
7. W. = Wafat
8. Q.S..../... : .... = Quran, Surah..., ayat....
ABSTRAK
Nama Penyusun: Bahruddin Nur
NIM : 10300109006
Judul Skripsi : “Tanggung Jawab Penyimpanan Barang Bukti Pada
Tingkat Penyidikan (studi kasus Polres Gowa)”
Dalam penulisan skripsi ini, penulis  bertujuan untuk mengetahui sampai
sejauh mana tanggung jawab penyidik yang berwenang di Polres Gowa dalam
penyimpanan barang bukti dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang
dihadapi oleh penyidik Polres Gowa dalam mengambil dan menyimpan barang-
barang bukti.
Skripsi ini adalah studi mengenai Tanggung Jawab Penyimpanan Barang
Bukti Pada Tingkat Penyidikan (studi kasus Polres Gowa). Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab penyidik yang berwenang
dalam melakukan penyimpanan barang bukti pada tingkat penyidikan dan
hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik yang berwenang dalam
penyimpanan barang bukti. Penulis menggunakan jenis pendekatan yuridis
normative dan sosiologis, Adapun metode yang digunakan penulis dalam
penelitian ini adalah library research dan field research.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa tanggung jawab penyidik
dalam penyimpanan barang bukti belum efektif di Polres Gowa , hal tersebut
disebabkan karena barang-barang bukti yang dikumpulkan penyidik tidak
ditempatkan pada tempat khusus dan permanen yang dapat dipertanggung
jawabkan keamanan dan keutuhannya. Dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun
2002 Tentang Kepolisian dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2012 Pasal 7
telah dijelaskan  bahwa susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara
Republik Indonesia disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya
yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.
Tanggung jawab dalam penyimpanan barang bukti di Polres Gowa perlu
ditingkatkan dengan menempatkan barang bukti pada tempat yang khusus yang
sudah permanen disiapkan sehingga keamanan dan keutuhannya terjamin,
pemberian pemahaman kepada jajaran akan pentingnya barang bukti dengan
pelatihan dan sebagainya.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan nasional dari pembangunan di bidang hukum adalah suatu
rangkaian yang terkait erat satu sama lain dalam suatu hubungan yang bersifat
interpendensi. Dalam korolasi antara pembanguna nasional dan pembangunan di
bidang hukum, maka hukum menampilkan wajahnya dalam dua dimensi. Disatu
pihak hukum memperlihatkan diri suatu obyek dari pembangunan nasional, dalam
artian bahwa hukum itu dilihat sebagai suatu sektor dari pembangunan itu sendiri
yang perlu untuk mendapatkan prioritas dalam usaha penegakan, pengembangan,
dan pembinaannya. Sedangkan dilain pihak hukum itu harus dipandang sebagai
suatu alat (‘tool’), sarana penunjang yang akan mempercepat, mengarahkan dan
mengamankan pembangunan nasional di Negara Indonesia.
Di samping itu, perlu pula dipahami bahwa pembangunan sistem hukum
nasional adalah suatu proses berkelanjutan yang melintasi waktu, peristiwa, dan
kondisi khas disetiap periode. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tiba-
tiba mempunyai sistem hukum yang mapan. Konsep “Rule Of Law”1 yang hadir
sebagai anak kandung hukum modern, sebenarnya adalah hasil pergulatan dan
jatuh bangunnya susunan masyarakat.2
Dengan demikian fungsi hukum di alam pembangunan tidak saja terbatas
sebagai  suatu sarana yang bertujuan menciptakan ketertiban, keamanan dan
1 Sunarjati Hartono, The Rule Of Law, (Bandung: Alumni; 1982), h. 12
2 Satya Arinanto & Ninuk Triyanti, Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai
Implementasi, (Jakarta: Rajawali Pers; 2009), h. 6.
2ketentraman sebagai suatu suasana yang menjadi prasyarat bagi pelaksanaan
pembangunan, tetapi fungsi pula sebagai (as a tool of social engineering), yakni
sebagai sarana yang menjadi landasan bagi usaha-usaha untuk memacu lajunya
pembangunan. Oleh karenanya hukum berusaha untuk mengatur segala aspek
kehidupan manusia dalam segala bentuknya. Oleh karena itu obyek yang diatur
hukum sangat kompleks sifatnya.
Hukum mengatur interaksi manusia sebagai makhluk sosial, hubungan
manusia dengan alam beserta penciptanya. Sedemikian luas dan kompleksnya
lapangan yang menjadi bidang pengaturan hukum, berbagai perbuatan, keadaan
dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat adalah merupakan kebutuhan hukum
masyarakat yang oleh pembentuk undang-undang diproyeksikan ke dalam
ketentuan perundang-undangan. Karena sifat manusiawinya pembentuk undang-
undang, maka produk undang-undang yang dihasilkannya tentu tidak akan
terlepas dari kekurangan, kelemahan atau ketidak sempurnaan. Hal-hal inilah yang
dalam praktek penerapan hukum akan mengundang timbulnya berbagai
permasalahan hukum.
Permasalahan penegakan hukum merupakan masalah yang tidak
sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga
rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik,
ekonomi, dan budaya masyarakat.3 Dimana meliputi berbagai aspek, utamanya
yang berkaitan dengan masalah landasan formal seperti undang-undang atau
peraturan tertulis lainnya dan yang lebih penting adalah aparat negara yang
3 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Semarang: Genta
Publishing; 2009). h. 8
3berfungsi sebagai penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi. Termasuk pula
peran masyarakat terhadap kesadaran untuk menegakkan hukum dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang  Kepolisian Negara Republik
Indonesia pasal pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Polri sebagai aparat penegak
hukum atau alat negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab menegakkan
hukum demi terciptanya stabilitas dan keamanan serta ketahanan negara, di mana
merupakan salah satu elemen penting yang terus mendapat perhatian dan sorotan
publik berkaitan dengan kinerja dan profesionalitasnya.4 Karena itu berbagai
usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dan
memperbaiki kinerja serta citra polisi.
Tugas dan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang tugas Kepolisian Negara Republik
Indonesia adalah:
1. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan
masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat
terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
4 Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah  Nomor  17 Tahun
2012 Tentang Kepolisian (Jakarta: Permata Press; 2012) h. 5
45. Memlihara ktertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana
dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboraterium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan
tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa dan raga, harta benda masyarakat, dan
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak
asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.5
Setiap dalam melaksanakan tugasnya polisi (dalam hal ini penyidik) harus
selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sehingga tidak boleh melakukan sesuatu hanya dengan sewenang-wenang saja dan
5 Ibid, h. 8, 9
5tidak boleh melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum didalam
pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan “tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum,
kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada
terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri”.6
Penyidikan adalah langkah panjang yang harus dilakukan oleh Polri yang
penyidik, langkah aplikasi pengetahuan tentang dua wilayah hukum yang normatif
dan wilayah hukum yang progresif sosiologis.7 Wilayah hukum yang normatif
diartikan bahwa polisi yang penyidik itu hanya mengikuti serangkaian peraturan
perundang-undangan. Serangkaian aturan hukum atau perundang-undangan itulah
yang menjadi target atau ukuran selesainya proses hukum di tingkat penyidikan.
Wilayah hukum normatif hanyalah cabang atau hanya sebagai rumusan
yang sederhana tentang tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu tujuan hukum yang
lebih logis dan mampu menjangkau rasa keadilan dan dapat menyejahterakan
masyarakat yang sebenarnya daripada sekedar rumusan peraturan perundang-
undangan itu sendiri. Perlu diingat bahwa ada perbedaan prinsip pada sebahagian
rumusan peraturan perundang-undangan dengan kehendak hukum, tidak jarang
peraturan perundang-undangan justru melukai prinsip hukum yang sebenarnya,
yaitu tidak menemukan kesejahteraan dan keseimbangan yang sebenarnya.
Keseimbangan itu kurang lebihnya dapat diukur dengan adanya salim
kesinambungan antara manusia dengan alam sekitarnya.8
6 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya
Bakti; 1997), h. 123
7 Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum
Progresif , (Jakarta: Sinar Grafika; 2012), h. 36
8 Ibid, h. 37
6Kewenangan penyidik dalam bertindak ternyata tidak seluruhnya sesuai
denagn prosedur yang berlaku. Padahal sudah dijelaskan bahwa tugas dan
wewenang penyidik yang  sebenarnya. Seorang penyidik dalam melaksanakan
tugasnya memiliki koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal
apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan.
Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan,
dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.
Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan
penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan
mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik
menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus d
miliki oleh seorang penyidik sebagai bagian dari profesionalisme yang harus
dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki
oleh seseorang penyidik dalam menjalankan tugas -tugas penyidikan, cenderung
akan terjadi tindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan
menimbulkan persoalan baru.9 Termasuk juga dengan penanganan barang bukti
dari suatu perkara yang tidak ditangani sebagaimana mestinya. Untuk itu, penulis
melihat apa yang terjadi pada Polres Gowa dimana dilihat mempunyai banyak
hambatan-hambatan yang dialami sesuai tugas dan tanggung jawab mereka dalam
penanganan barang bukti.
Berkaitan dengan barang bukti yang dalam memperolehnya terkadang
tidakalah mudah dan juga ini berkaitan dengan penyitaan seperti yang tercantum
9 http://hukum.kompasiana.com/2012/02/27/proses - pemeriksaan – perkara – pidana -di-
indonesia -438564.html
7dalam KUHAP pada Pasal 46,10 namun dalam tahap penyimpanan sebelum
diserahkan kepada penuntut umum atau kepada pemilik ternyata banyak
mengalami kendala. Seperti kondisi yang tidak utuh atau cacat,  hilang sebagian
atau bahkan hilang seluruhnya.
Kondisi seperti di atas tentu saja membawa dampak yang kurang baik,
misalnya pada barang bukti yang akan diserahkan kembali kepada pemiliknya,
namun tidak utuh menyebabkan kekecewaan dan komplain dari pemilik, atau
barang bukti yang hilang sehingga berkas perkara yang diajukan penyidik kepada
penuntut umum tidak lagi disertai dengan barang bukti atau mungkin disertai
dengan barang bukti pengganti yang serupa.
Permasalahan seperti ini telah menjadi rahasia umum dimana semakin
lama semakin menjadi hal yang dianggap biasa, padahal itu semua adalah
persoalan yang cukup serius karena tindakan yang mengakibatkan rusak dan atau
hilangnya barang bukti akan berdampak kepada jalannya proses persidangan atau
penilaian masyarakat terhadap kinerja aparat kepolisian. Pentingnya barang bukti
sebagai penunjang dalam proses kepentingan penyidikan dan penuntutan karena
merupakan:11
a. Obyek delik
b. Alat yang dipakai untuk melakukan delik
c. Merupakan hasil dari delik
d. Barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung
dengan delik yang terjadi.
10 KUHP & KUHAP, (Yogyakarta: Parama Publishing; 2012) h. 236
11 Bambang Waluyo, Sistem Pebuktian Dalam Peradilan Indonesia , (Jakarta: Sinar
Grafika 1991), h.3
8Pada akhirnya barang bukti merupakan bagian dalam pertimbangan hakim
dalam memutus perkara.
Penanganan barang bukti tidak semata hanya bergantung kepada
kemampuan dan profesionalisme penyidik, namun juga masih ada hal lain yang
menjadi bagian yang tentunya saling mendukung, namun dalam hal ini penyidik
sebagai penanggung jawab tentunya memiliki peran yang paling penting.
Tugas dan tanggung jawab itu merupakan amanat ketuhanan yang sungguh
besar dan berat. Menunaikan amanah adalah wajib hukumnya, amanah wajib
disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Allah SWT berfirman dalam QS.
an-Nisa/4:58.








Terjemahnya:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”12
Dengan melihat ayat di atas dapat dikemukakan amanat yaitu; segala
sesuatu yang dipercayakan kepada manusia dan diperintahkan untuk dikerjakan.
Dalam ayat ini Allah memerintahkan hambanya untuk menyampaikan amanat
12 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 1-30, (Jakarta; Depag.
Peroyek Pengadaan  Kitab Suci Al-Qur’an: 1986), h. 168
9secara sempurna, utuh tanpa mengulur-ulur/menunda-nundanya kepada yang
berhak.
Amanat itu mencakup perwalian, harta benda, rahasia, dan perintah yang
hanya diketahui oleh Allah. karena itu penulis ingin lebih jauh membahas dalam
Skripsi dengan judul “ Tanggung Jawab Penyimpanan Barang Bukti Pada
Tingkat Penyidikan (Studi di Polres Gowa).”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka telah nampak masalah yang
perlu dikaji lebih jauh, namun untuk menghindari meluasnya persoalan yang akan
dikaji maka penulis mencoba merumuskan beberapa hal yang sekiranya sangat
berkaitan dengan skripsi ini. Yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini
adalah:
1. Bagaimana tanggung jawab penyidik yang berwenang dalam melakukan
penyimpanan barang bukti pada tingkat penyidikan di Polres Gowa?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh penyidik yang berwenang
dalam penyimpanan barang bukti di Polres Gowa?
C. Fokus Deskriptif
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mendefenisikan dan
memahami penelitian ini, maka penulis akan memaparkan pengertian beberapa
variable yang dianggap penting:
10
Barang Bukti adalah serangkaian tindakan penyidik yg diatur oleh undang-
undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana; proses,
cara, perbuatan menyidik.13
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam undang-undangini untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi
dan guna menemukan tersangkanya.14
Tanggung Jawab menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah,
keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab
menurut kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul
jawab,mananggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung
akibatnya.15 Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau
perbuatan yang disengaja mauun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga
berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.
D. Tinjauan Pustaka
Penelitian ini menggunakan beberapa literatur yang masih berkaitan
dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Buku Penyidikan dan Penegakan Hukum: Melalui Pendekatan Hukum
Progresif Karya Hartono, S.H., M.H. Buku yang terdiri dari 4 bab ini
membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan,
13 Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta: GI; 1986), h. 99
14 Simorangkir, Rudy T. Erwin dan  Prasetyo, Kamus Hukum, ( Jakarta: Aksara Baru;
1987), h. 125
15 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. ( Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama; 2008), h. 1398
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penyidikan, penuntutan, pra peradilan, dan persidangan perkara pidana
serta permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam tingkat
penyidikan. Terkait dengan judul penelitian penulis pembahasan yang
paling relevan dengan skripsi ini yaitu terdapat di bab 2 yang membahas
tentang Penyidikan, Pembuktian, serta penuntutan dan lain sebagainya
yang dijelaskan begitu terperinci oleh pengarang mulai dari pengertian
serta contoh-contoh.
2. Buku Sistem pembuktian Dalam Peradilan Indonesia. Karya Bambang
Waluyo S.H. Buku ini membahas hampir semua hal yang berkaitan
dengan sistem pembuktian yang sering digunakan dalam peradilan di
Indonesia baik itu dalam peradilan pidana maupun perdata bahkan dalam
peradilan militer dan koneksitas. Adapun pembahasan yang Terkait
dengan judul skripsi ini yaitu dijelaskan pada bab 1, 2 dan 3 yaitu
pembahasan tentang alat bukti dan teori pembuktian, sistem pembuktian
dalam peradilan umum baik itu pembuktian dalam perkara pidana maupun
perkara perdata dan pokok-pokok acara dan sistem pembuktian dalam tata
usaha negara.
3. Buku Barang Bukti Dalam Proses Pidana. Karya Ratna Nurul Afiah, S.H.
Buku yang terdiri dari 7 bab ini membahas tentang bagaimna peran barang
bukti dalam proses pidana. Tentunya berkaitan dengan bagaimana cara
penyidik mendapatkan barang bukti, melaksanakan penyitaan, melakukan
penyimpanan barang bukti serta pengurusan benda sitaan Negara. Terkait
12
dengan judul penelitian ini penulis membahas yang palin relevan dengan
skripsi ini yaitu terdapat di bab I, II, III, IV, dan V yang membahas tentang
barang bukti, penyitaan olah TKP, serta tanggung jawa yuridis atas benda
sitaan yang dijelaskan secara terperinci oleh pengarang mulai pengertian
sampai dengan prosedurnya.
4. Buku Pembahsan permasalahan KUHP Bidang Penyidik. Karya Hamid
Hmrad dan Harun M Husain. Buku ini membahas hal yang berkaitan
dengan penyidikan yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan
serta membahas maslah KUHAP pada tahap penyidikan. Adapun
pembahsan yang terkait dengan judul skripsi ini yaitu dijelaskan pada bab
II dan III dimana membahas tentang penyelidikan dan penyidikan serta
membahas permasalahan KUHAP pada bidang penyidikan.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:
a.Untuk mengetahui tanggung jawab penyidik yang berwenang dalam
penyimpanan barang bukti di Polres Gowa.
b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polri
dalam mengambil dan menyimpan barang bukti.
2. Kegunaan
a.Praktis
- Polres Gowa
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Penelitian ini dapat memberikan informasi bagaimana tugas dan
wewenang aparat kepolisian sesuai dengan Undang-Undang yang
berlaku dalam jajaran kepolisian khususnya yang dilakukan oleh
penyidik.
b. Ilmiah
1. Pribadi
Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada
penulis tentang bagaimana cara penyimpanan barang bukti yang
dilakukan oleh penyidik.
2. Mahasiswa
Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
perkembangan ilmu pengetahuan tentang tugas dan wewenang
seorang penyidik.
3. Masyarakat
Tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua
pihak yang terkait dalam menangani masalah bagaimana tahap-tahap
penyimpanan barang bukti pada tingkat penyidikan.
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Pengertian dan Fungsi Barang Bukti Dalam Perkara Pidana
1. Pengertian Barang Bukti
Sesuai dengan judul skripsi ini, yaitu Tanggung Jawab Penyimpanan
Barang Bukti Pada Tingkat Penyidikan (Studi di Polres Gowa), maka dalam bab
ini akan dipaparkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan barang bukti yang
bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pendapat para
ahli yang ditulis dalam buku-bukunya, serta petunjuk tehnis dan petunjuk
pelaksanaan mengenai barang bukti  dalam perkra pidana.
Dalam kehidupan sehari-hari sering dihadapkan pada istilah-istilah bukti,
barang bukti, alat bukti dan pembuktian. Sebagai contoh, A mendakwa B (tidak
dalam arti yuridis) mengambil uang, tentu saja B akan menjawab mana buktinya
bahkan siapa saksinya? Apalagi barang bukti dan pembuktian ini terjadi dalam
suasana perkara, baik perkara pidana, perdata, tata usaha Negara, ataupun dalam
persidangan pengadilan agama, maka cara pembuktian menempati posisi palin
penting dari jalannya peradilan/persidangan tersebut, hakim dalam hal
menjatuhakan putusan/vonis akan selalu berpedoman kepada hasil pembuktian
ini.
Sebelum membahas mengenai barang bukti, terlebih dahulu penulis akan
memaparkan pengertian dari bukti, alat bukti, dan pembuktian dari beberapa
sumber kepustakaan dan pendapat ahli hukum, sehingga tidak mengaburkan
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pandangan tentang arti masing-masing pengertian tersebut juga agar kita
mempunyai cakrawala pengetahuan yang cukup memadai.
Pengertian dari bukti, membuktikan, dan pembuktian, Poerwardaminta
dalam buku Bambang Waluyo mengatakan sebagai berikut:1
- Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa atau sebagainya) yang cukup
untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa atau
sebagainya).
- Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian:
1. Memberikan (memperlihatkan) bukti.
2. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-
cita dan sebagainya).
3. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar).
4. Menyakinkan, menyaksikan.
- Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan.
Selanjutnya lebih jauh dalam pengertian yuridis tentang bukti dan alat
bukti, dikatakan oleh Soebakti sebagai berikut:2
“ Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran sesuatu dalil atau
pendirian. Alat bukti, alat pembuktian upaya pembuktian adalah alat-alat
yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak
dimuka pengadilan misalnya; bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan,
sumpah dan lain-lain.”
Pendapat Soebakti tersebut, tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang
cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi
kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.
1 Bambang Waluyo, Sistem  Pembuktian  Dalam  Peradilan  Indonesia, (Jakarta: Sonar
Grafika; 1991), h. 1-2
2 Soebakti, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita; 1980), h. 21
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Sedangkan A. Hamzah, mengatakan bahwa:
“ Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian
atau dakwaan. Alat-alat bukti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat
yang diperkenankan untuk dipakai mebuktikan dalil-dalil atau dalam
perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan
terdakwa, kesaksian keterangan ahli, surat, dan petunjuk, dalam perkara
perdata termasuk persangkaan dan sumpah.”3
Dalam perkara pidana dikenal istilah barang bukti dan apa bila diteliti
dalam perundang-undangan formil ternyata tidak ditemui pengertian dan
rumusannya yang secara tegas memberikan definisi mengenai barang bukti.
Berikut ini penulis akan mengetengahkan beberapa pendapat dan
keterangan beberapa ahli mengenai pengertian barang bukti, menurut A.Hamzah
bahwa barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang-barang mengenai delik
mana dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat
yang dipakai melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang.4
Termasuk juga barang bukti hasil dari delik, misalnya uang Negara yang dipakai
(korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah itu merupakan barang bukti
atau hasil delik.
Di samping itu ada pula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau
hasil delik, tetapi dapat juga dijadikan barang buktisepanjang barang tersebut
mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya pakaian yang
dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh.5
Selanjutnya menurut Djoko Prakoso, memberikan pengertian sebagai
berikut:
3 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika; 1986), h. 99
4 Ibid, h. 100
5 Ratna Nurul Alfiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika; 1989),
h. 14
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“Barang bukti adalah barang-barang yang baik yang terwujud, bergerak
atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti dan fungsinya untuk
diperlihatkan kepadaterdakwa ataupun saksi dipersidangan guna
mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.”6
Dengan menyimak uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa
barang bukti yang diajukan ke depan sidang pengadilan (pidana) dapat diperoleh
atau berasal dari:7
1. Obyek delik
2. Alat yang dipakai untuk melakukan delik
3. Hasil dari delik
4. Barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung delik
yang terjadi
Pada masyarakat yang masih awam, atau bahkan masyarakat yang bergelut
dalam bidang hukum sekalipun, seringkali sulit membedakan antara barang bukti
dan alat bukti, timbulnya kesalahpahamn dan penfsiran yang salah terhadap alat
bukti dan barang bukti dikarenakan sangat tipisnya jarak perbedaan yang terlihat
jika kurang memahaminya.
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa alat bukti adalah alat yang dapat
dipergunakan untuk meyakinkan hakim atas suatu delik, dan barang bukti adalah
apapun yang dapat menambah keyakinan hakim atas delik yang terjadinya yang
biasanya berupa alat yang diguanakan untuk melakukan delik atau hasil dari suatu
delik.
6 Djoko Prakoso, Pemecahan Perkara (Splitsing), (Yogyakarta: Liberty; 1988), h. 148
7 Bambang Waluya, Op Cit, h. 3
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Dalam KUHAP yang menyebutkan mengenai barang bukti terdapat
dalam pasal:
Pasal 398
(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau
sebahagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebgai
hasil dari tindak pidana;
b. Benda yang telah dipergunakan  secara langsung untuk melakukan
tindak pidana atau mempersiapkannya;
c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan
tidak pidana;
d. Benda yang khusus dibuat untuk diperuntukkan melakukan tindak
pidana;
e. Benda lain uang mempunyai hubungan langsung dengan tindak
pidana yang dilakukan.
(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena
pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan
mengadili pekara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).
Pasal 409
Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat
yang ternyata atau yag patut diduga telah dipergunakan untuk
8 KUHP & KUHAP, (Surabaya: Kesindo Utama; 2012) h. 204
9 Ibid, h.205
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melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai
barang bukti.
Pasal 4610
(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan
dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam
putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu
dirampas untuk Negara, untuk dimusnakan atau untuk dirusakkan
sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih
diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
Pasal 18111
(1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang
bukti dan menyakan apakah ia mengenal benda itu dengan
memperlihatkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45
dalam undang-undang ini.
(2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang
kepada saksi.
Pasal 19412
(3) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan
supaya barang bukti diserahkan segera setelah sidang selesai.
Atas ketentuan pasal-pasal diatas, maka barang bukti dalam perkara
pidana merupakan factor yang harus diperhatikan baik oleh penyidik, penuntut
umum atau Hakim. Sehubungan dengan hal tersebut, maka baran bukti tersebut
10 Ibid, h. 207
11 Ibid, h. 251
12 Ibid, h. 256
20
diusahakan oleh penyidik agar proses penyelesaian perkara pidana dapat berjalan
dengan lancar.
Berdasarkan uraian diatas mengenai pengertian barang bukti, maka dapat
disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam suatu perkara pidana adalah untuk
menambah terangnya sesuatu perkara yang akhirnya akan dapat
menambah/mempertebal keyakinan hakim akan kesalahn terdakwa.13
2. Fungsi Barang Bukti Dalam Perkara Pidana
Dalam perkembangannya hukum acara pidana di indonesia dari dahulu
sampai sekarang ini tidak terlepas dari apa yang di sebut sebagai pembuktian, apa
saja jenis tindak pidananya pastilah melewati proses pembuktian. Hal ini tidak
terlepas dari sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada KUHAP.
Pembuktian dalam hal ini bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku
saja namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan
keadilan materil. hal ini didalam pembuktian pidana di Indonesia kita mengenal
dua hal yang sering kita dengar yaitu alat bukti dan barang bukti di samping
adanya proses yang menimbulkan keyakinan hakim dalam pembuktian. Sehingga
dalam hal pembuktian adanya peranan barang bukti khususnya kasus-kasus
pidana yang pada dewasa ini semakin beragam saja, sehingga perlunya peninjauan
khusus dalam hal barang bukti ini. Dalam proses perkara pidana di Indonesia,
barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat
membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan
13 Djoko Prakoso, Op Cit, h. 156
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digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas
kesalahan terdakwa sebagaimana yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum
didalam surat dakwaan di pengadilan.
Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-
objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang
mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga kemanan dan
keutuhan benda tersebut undang-undang memberikan kewenangan kepada
penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan mana harus berdasarkan syarat-
syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.14
Pasal-pasal KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
tentang pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa diatur didalam Pasal 183
sampai 202 KUHAP. Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :.
“Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwalah
yang bersalah melakukannya”.
Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan,
kepastian hukum dan hak asasi manusia bagi seorang dan setiap warga negara
yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan pasal 183
KUHAP di atas mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya
seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif,
terdapat dua komponen :
14 Ratna Nurul Alfiah, Op Cit, h.254
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1. pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti
yang sah menurut undang-undang,
2. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara yang sah
menurut undang-undang.15
Disebut pertama dan kedua satu sama lainnya berhubungan sedemikian
rupa, dapat dikatakan bahwa yang disebut kedua dilahirkan dari yang pertama,
sesuai dengan hal ini maka kita juga mengatakan bahwa adanya keyakinan hakim
yang sah adalah keyakinan hakim yang di peroleh dari alat-alat bukti yang sah
jadi dapat dikatakan bahwa suatu keyakinan hakim dengan alat-alat bukti yang
sah merupakan satu kesatuan. Dengan suatu alat bukti saja umpamanya dengan
keterangan dari seorang saksi, tidaklah diperoleh bukti yang sah, akan tetapi
haruslah dengan keterangan beberapa alat bukti. Dengan demikian maka kata-kata
“alat-alat bukti yang sah” mempunyai kekuatan dan arti yang sama dengan “bukti
yang sah”. Selain dengan bukti yang demikian diperlukan juga keyakinan hakim
yang harus di peroleh atau ditimbulkan dari dari alat-alat bukti yang sah.
Sedangkan yang dimaksud dengan alat-alat bukti yang sah adalah
sebagaimana yang diterangkan di dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut :16
1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
15 Ibid, h. 16
16 Ibid
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4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.
Mengenai alat-alat bukti ini sebelum KUHAP diatur didalam Pasal 295
R.I.D dan seterusnya yaitu : kesaksian-kesaksian, surat-surat, pengakuan,
petunjuk-petunjuk. Seperti diketahui bahwa didalam pembuktian tidaklah
mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Bahwa semua
pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman,
penglihatan, dan pemikiran tentang sesuatu yang selalu tidak pasti benar. Jika
diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang,
maka sebagian besar dari pelaku tindak pidana tidaklah dapat di hukum, pastilah
dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana. Satu-satunya yang dapat
diisyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan
besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang telah
di dakwakan sedangkan ketidaksalahannya walaupun selalu ada kemungkinan
merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima. Jika hakim atas dasar alat-alat
bukti yang selalu yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat
diterima, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwalah
dalam hal tersebut yang bersalah (guilty), maka terdapatlah bukti yang sempurna,
yaitu bukti yang sah dan meyakinkan. Dan dalam hal pembuktian pidana kita
mengenal istilah yang berbunyi : “Tidak dipidana tanpa kesalahan”. Disinilah
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letak perlunya pembuktian tersebut apakah seseorang benar-benar bersalah
menurut apa yang diatur dalam Undang-undang yang ditujukan kepadanya.17
Dalam hal tersebut dapatlah disimpulkan bahwa suatu pembuktian
haruslah dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan atas alat-alat
bukti yang tidak mencukupi. Umpamanya dengan keterangan dari seorang saksi
saja ataupun karena keyakinan tentang tindak pidana itu sendiri tidak ada. Maka
haruslah ketentuan yang menjadi keharusan didalam Pasal 183 KUHAP tersebut
terpenuhi keduanya.
B. Penanganan Tempat Kejadian Perkara
Penanganan pada tempat kejadian perkara dimaksudkan agar dalam
memperoleh dan mengambil barang bukti yang dimaksud dapat dilakukan dengan
sebaik-baiknya dan dengan hasil maksimal. Untuk lebih jelasnya maka
sebelumnya membahas terlebih dahulu mengenai pengertian Tempat Kejadian
Perkara (TKP).
Pengertian Tempat Kejadian Perkara (TKP)  menurut Himpunan Juklas
dan Juknis Kepolisian adalah tempat dimana suatu tindakan pidana dilakukan/
terjadi, atau akibat yang ditimbulkannya dan atau tempat-tempat lain dimana
barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut
ditemukan.18
17 Karim Nasution, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, ( Jakarta; Sinar
Grafika: 1986) h. 71
18 http://www.google.com/url?q=http://hendradeni.com/download/materi-krida-ptkp-skk-
pengenalan-tempat-kejadian-perkara.
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Adapun yang berewenang melakukan tindakan pemeriksaan di TKP adalh:
a. Penyidik
Penyidik berwenang:
- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana.
- Mendatangi tempat kejadian.
b. Penyidik/Penyidik Pembantu
Penyidik dan Penyidik Pembantu berwenang :
- Menerima laporan atau pengaduan dari sesorang tentang adanya
tindak pidana (Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP)
- Mendatangi tempat kejadian (Pasal 7 ayat (1) huruf  b KUHAP)
- Mendatangi tempat kejadian Perkara (Pasal 111 ayat (3) dan (4)
KUHAP)
- Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara (Pasal 7 ayat (1) huruf  h  KUHAP)
Dalam pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam petunjuk Tehnis
No. Pol. JUKNAS/01/II/1982 tentang Penanganan Tempat Kejadian
Perkara (TKP), yang berwenang menangani TKP adalh :
1. Setiap petugas POLRI
Setiap petugas POLRI dalam dinas maupun di luar dinas,
apabila dilaporkan kepadanya atau mendengar dan atau
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mengetahui sendiri adanya suatu peristiwa yang diduga tindak
pidana, berkawajiban untuk :
a. Segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan
melakukan tindakan pertama di tempat kejadian tersebut.
b. Memberitahukan adanya tindak pidana tersebut kepada
kesatuan POLRI terdekat dengan menggunakan alat
komunikasi yang ada antara lain telepon atau caraka.
2. Perwira Samapta (PAMAPTA)
PAMAPTA, setelah menrima laporan/pengaduan tentang
adanya tindak pidana, berkewajiban untuk :
a. Membuat laporan polisi serta mencatat dalam buku Mutasi.
b. Melakukan persiapan segala sesuatunya yang diperlukan
sebelum berangkat ke TKP.
c. Mendatangi dan melakukan tindakan pertama di TKP.
d. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) di TKP.
3. Reserse
Setelah menerima pemberitahuan dari PAMAPTA, Reserse
berkawajiban untuk segera :
a. Mempersiapkan anggota dan peralatan yang diperlukan untuk
pengelolaan TKP.
b. Melakukan pengelolaan TKP.
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c. Terhadap kasus tertentu yang membutuhkan pemeriksaan
tehnis di TKP, maka dimintakan bantuan penanganan dari
bidang tehnis, dokter dan ahli-ahli lainnya.
4. Dan – Sek (sekarang KAPOLSEK)
Pada kesatuan POLRI yang tidak ada SAMAPTA dan
RESERSE seperti Komando Sektor, (baca POLSEK), atau petugas
yang ditunjukannya berkewajiban untuk :
a. Melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh
PAMAPTA dan RESERSE tersebut pada 1, 2, dan 3 di atas.
b. Dalam kasus-kasus tertentu yang memerlukan bantuan, segera
menghubungi/lapor kepada Kesatuan Atasannya dan atau
Kesatuan/Instansi samping.19
Dari ketentuan tersebut di atas terlihat bahwa setiap petugas POLRI,
meskipin bukan petugas pada wilayah hukum TKP, SAMAPTA yang mengetahui
terjadinya suatu tindak pidana, berkawajiban untuk mendatangi TKP, dan
berwenang untuk melakukan tindakan pertama. Sedangkan yang berwenang
melakukan pengolahan di Tempat Kejadian Perkara adalah Penyidik/Penyidik
Pembantu.20
19 Ratna Nurul Afiah, Op Cit, h. 25, 26, dan 27
20 Ibid
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Lamintang P.A.F mengatakan bahwa yang dimaksudkan melakukan
tindakan pertama ditempat kejadian itu adalah melakukan segala macam tindakan
yang diperoleh oleh penyidik telah dipandang perlu untuk:21
a. Menyelamatkan nyawa korban;
b. Menangkap pelaku tindak pidana tersebut yang masih berada dalam
jangkauan penyidik untuk segera ditangkap;
c. Menutup tempat-tempat kejadian bagi siapapun yang kehadirannya
disitu tidak diperlukan untuk menyelamatkan korban, untuk
menyelamatkan kekayaan orang atau untuk kepentingan penyelidikan
dan penyidikan dengan maksud agar tempat kejadian tetap berada
dalam keadaan asli unuk memudahkan penyelidikan atau penyidikan;
d. Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan dan mengambil barang
bukti serta berkas-berkas yang dapat membantu penyidik untuk
mendapatkan petunjuk-petunjuk tentang identitas pelakunya, tentang
cara-cara dan alat-alat yang telah dipergunakan oleh para pelakunya
dan untuk melemahkan alibi yang mungkin saja akan dikemukakan
oleh tersangka apabila kemudian berhasil ditangkap;
e. Menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik
untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi dan memisahkan
saksi-saksi tersebut agar mereka tidak dapat berbicara satu dengan
yang lain.
21 Lamintang P.A.F, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Grafika; 1984), h. 76
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Lebih lanjut Lamintang P.A.F mengatakan bahwa Tempat Kejadian
perkara adalah tempat dimana telah dilakukan suatu pidana.22 Lebih lanjut beliau
menyatakan dalam buku Harun M Husein bahwa dalam melakukan tindakan
pertama ditempat kejadian penyidik perlu menyadariakan pentingnya beberapa hal
berikut:
a. Bahwa bukti-bukti dan berkas-berkas ditempat kejadian perkara sangat
mudah hilang dan rusak, karena terinjak kedalam tanah, tertendang
oleh kaki ke tempat-tempat yang tidak disangka-sangka, tersentuh oleh
tangan atau benda-benda lain;
b. Bahwa sudah dapat dipastikan para pelakuk sesuatu tindak pidana itu
akan meninggalkan bukti-bukti dan bekas-bekas ditempat kejadian
perkara, karena itu mereka tidak mungkin dapat  menghilangkan semua
bekas yang telah mereka buat ditempat  kejadian perkara karena ingin
lekas meninggalkan tempat tersebut,  kecuali apabila tindak pidana
yang mereka  lakukan itu telah direncanakan  secara sempurna sekali;
c. Bahwa tidak ada satupun barang bukti atau bekas yang terdapat
ditempat kejadian itu yang tidak berguna untuk mengungkapkan
peristiwa yang telah terjadi dan untuk menyelidiki siapa pelakunya;
d. Bahwa berhasil tidaknya seorang penyidik mengungkap peristiwa yang
telah terjadi atau dapat mengetahui siapa pelaku tindak pidana yang
telah terjadi itu tergantung pada berhasil tidaknya penyidik tersebut
22 Ibid, h. 76
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menemukan, mengumpulkan dan mengamankan barang-barang bukti
atau bekas yang telah ditinggalkan oleh pelakunya ditempat kejadian
perkara;
e. Bahwa harus dijaga agar tidak satupun benda yang terdapat ditempat
kejadian perkara itu disentuh, dipindahkan atau diangkat dari tempatnya
yang semula oleh siapapun sebelum benda-benda tersebut dipotret,
digambar dalam satu sketsa mengenai tempat dimana-mana benda
tersebut dijumpai, dicatat mengenai tempat ditemukannya benda-benda
tersebut, letaknya, keadaannya dan lain-lain untuk memudahkan
pembuatan berita acara mengenai penemuan-penemuan itu sendiri;
f.  Bahwa pada semua benda yang ditemukan ditempat kejadian itu harus
diberikan tanda-tanda tertentu dan pemberian tanda-tanda itu harus
dicatat oleh penyidik, dan diusahakan agar pemberian tanda-tanda itu
jangan sampai merusak tanda-tanda atau bekas-bekas yang telah ada
pada benda-benda tersebut.23
Mengingat sedemikian pentingnya penanganan TKP tersebut, dalam buku
Hamrat dan Harun M Husain, M. Karyadi menyusun langkah-langkah tindakan dan
kewajiban pertama yang harus dilakukan di TKP sebagai berikut:24
a. Pertolongan pertama pada korban, mencatat dan menemukan ciri-ciri
korban:
23 Harun M Husein, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1991), hal.105-106.
24 Hamit Hamrat dan Harun M Husain, Pembahasan Dan Permasalahan KUHP Bidang
Penyidikan, (Jakarta: Sinar Grafika; 1991), h. 115
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- P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan)
- Mengurus pengangkutan korban ke rumah sakit
- Mencatat, menentukan ciri-ciri korban jika mati
b. Pemberitahuan
- Dokter, Pos PMI, Pos P3K, poliklinik, jawatan kesehatan
- Kantor polisi terdekat, pegawai polisi atau pengusut yang
berwenang
- Keluarga korban (jikalau perlu, pendeta, iman dan sebagainya)
c. Membatasi, menutup dan menjaga
- Lapangan ditutup atau dijaga atau diperhatikan menjaga
- Keadaan tempat harus dipertahankan agar jangan berubah
d. Menahan, menangkap dan menjaga
- Mencari  tersangka disekitar TKP
- Berusaha menahan dan menangkap orang yang tersangka
e. Mengumpulkan bukti-bukti
- Bekas-bekas mati pada tempat dan pada tersangka
- Saksi-saksi: mencatat nama, jika korban berbahaya jiwanya
dengarlah dengan pendek, adukan adu muka pilihan dengan
tersangka, diawasi jangan berkumpul satu sama lain, bersikap span
santun tetapi tegas dan bijaksana
- Tersangka: digeledah, dijaga (kalau perlu diborgol atau diikat),
diawasi, dicatatnama dan sebagainya.
f. Mengamankan berkas-berkas
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- Sebanyak mungkin mencegah rusaknya bekas-bekas, maka tempat
harus dipertahankan
- Karena cuaca buruk, berkas-berkas yang ada diluar harus
dilindungi, barang-barang yang dapat dipindahkan harus diangkat
dengan bijaksana, tempat berkas-berkas yang dipindahkan harus
diganti dengan tanda.25
g. Membuat proses verbal pendapatan
- Membuat catatan-catatan(bagaimana peristiwa diketahui, keadaan
tempat, orang-orang yang terdapat ditempat itu, tindakan-tindakan
yang dilakukan, perubahan-perubahan yang dibuat, keterangan-
keterangan lainnya).
- Membuat gambar skets
Masih dalam hubungannya dengan TKP ini, A. Hamzah mengingatkan
sebagai berikut: penyidik waktu melakukan pemeriksaan di tempat kejadian
sedapat mungkin tidak merubah, merusak keadaan ditempat kejadian agar bukti-
bukti tidak hilang atau kabur.26 Hal ini terutama dimaksudkan agar sidik jari
begitu pula bukti-bukti yang seperti jejak kaki, bercak darah, air mani, rambu dan
sebagainya tidak hapus atau hilang.
Penanganan Tempat Kejadian Perkara menjadi hal yang penting guna
memperoleh hasil yang maksimal dari kegiatan yang dilakukan Penanganan
Tempat Kejadian Perkara adalah merupakan tindakan penyelidik atau penyidik
yang dilakukan di TKP yang menyelenggarakan kegiatan dan tindakan kepolisian
25 Ibid, 116
26 Andi Hamzah, Op Cit, h. 128
33
dilakukan di Tempat Kejadian Perkara, yang terdiri dari: Tindakan pertama
ditempat kejadian perkara dan Pengolahan tempat kejadian perkara (Crime Scene
Processink).
C. Penanganan Barang Bukti
Barangbukti merupakan benda yang sementara dipegangoleh pejabat yangberwenang
kemudian diambil alih dan atau disimpan dibawah penguasaannya, karena diduga
tersangkut dalam suatu tindak pidana. Tujuan penguasaaan sementara
benda tersebut adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian
di sidang pengadilan.
Barang bukti dapat diperoleh penyidik melalui:27
1. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
2. Penggeledahan
3. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka
4. Diambil dari pihak ketiga
5. Barang temuan
Salah satu tindakan yang di lakukan petugas di TKP adalah mencari
barang bukti. Hal–hal yang yang harus diperhatikan dalam penanganan barang
bukti adalah:28
a. Setiap terjadi kontak fisik antara dua objek akan selalu terjadi
perpindahan materialdari masing – masing objek, walaupun besar
27http://www.scribd.com/doc/132442495/Referat-Tata-Cara-Pengumpulan-Penyimpanan-
dan-Penyerahan-Barang-Bukti
28 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36256/5/Chapter%20III-V.pdf
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jumlahnya mungkin sangat kecil/ sedikit.Karena pelaku pasti
meninggalkan jejak-jejak di TKP dan pada tubuh korban.
b. Makin wajar dan tidak wajar suatu barang di tempat kejadian, makin
tinggi nilainyasebagai barang bukti.
c. Barang-barang yang umum terdapat, akan mempunyai nilai tinggi
sebagai barangbukti bila terdapat karakteristik yang tidak umum dari
barang tersebut.
d. Harus selalu beranggapan bahwa yang tidak berarti bagi kita, mungkin
sangatberharga sebagai barang bukti bagi orang ahli.
e. Barang-barang yang dikumpulkan apabila diperoleh secara bersama – sama dan
sebanyak mungkin macamnya serta dihubungkan satu sama lain, dapat
menghasilkan bukti yang berharga.
Setelah proses penanganan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik Polri
guna untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam suatu proses penyidikan, maka
penyidik berwenang untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang
ditemukan atau dimiliki oleh tersangka atau saksi dengan tata cara yang diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang pada dasarnya sebagai
berikut:
Pasal 38
1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua
Pengadilan Negeri setempat.
2. Dalam keadaan yang sangat perlu mendesak bila mana penyidik harus
segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin
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terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat
melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib
segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna
memperoleh persetujuan.29
Selanjutnya dalam pasal 40 KUHAP dinyatakan bahwa dalam hal
tertangkap tangan penyidik dapat menyidik dapt menyita benda dan alat yang
ternyata atau patut diduga tyelah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
atau benda lain yang dapat dipakaisebagai barang bukti.30 Di samping itu penyidik
berwenang pula menyita paket atau surat benda yang pengangkutannya atau
pengirimannya dilakukan kekantor  pos dan telekomonikasi, jawatan atau
perusahan komonikasi atau pengangkatan sepanjang paket surat atau benda
tersebut diperuntuhkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya.
Demi untuk menjaga keutuhan dan keselamatan barang bukti yang telah
disita oleh penyidik, maka KUHAP mengatur tentang cara pengamanan atau
penyimpana dan perlakuan terhadap benda sitaan tersebut, yaitu:
1. Benda sitaan Negara disimpan sebaik-baiknya dalam rumah
penyimpanan benda sitaan Negara atau  tanggung jawab pejabat yang
berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan,
dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun (Pasal
44 KUHAP).31
29 KUHP & KUHAP, (Yogyakarta: Parama Publishing; 2012) h. 233
30 Ibid, h.234
31 Ibid, h.235
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2. Benda sitaan yang mudah rusak atau mebahayakan, yang tidak mungkin
untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang
bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau apabila biaya
penyimpanan menjadi terlau tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan
tersangka/kuaanya dapat diambil tindakan:
a. Apabila perkara sudah berada ditangan penyidik/penuntut
umum dengan disaksikan oleh tersangka/kuasanya.
b. Apabila perkara sudah berada ditangan pengadilan, maka
benda tersebut dapat diamankan/dilelang oleh penyidik/penuntut
umum atas izin Hakim yang menyidangkan perkara yang
bersangkutan dan disaksikan oleh tersangka/kuasanya (Pasal 45 ayat
(1)).32
3. Hasil pelelangan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti (Pasal
45 ayat (2)).33
4. Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disishkan sebagian
kecil dari benda tersebut (Pasal 45 ayat (3)).34
5. Benda sitaan yang bersifat terlarang/dilarang untuk diedarkan, dirampas
untuk Negara atau dimusnahkan (Pasal 45 ayat (4)).35
Setelah peneyidik menyelesaikan pemberkasan atas perkara tersebut,
selanjutnya Komandan Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik
32 Ibid
33 Ibid, h. 236
34 Ibid
35 Ibid
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dengan surat pengantar yang ditandatanganinya segera menyerahkan berkas
perkara tersebut beserta barang bukti kepada Penuntut Umum.
Adapun mengenai penyerahan berkas perkara dan barang bukti ini,
selanjutnyha diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum (Pasal 8
ayat (2) dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP)36
2. Penyerahan berkas perkara dilakukan:
a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
kepada Penuntut Umum.
b. Tahap selanjutnya menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan
barang bukti kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP).37
3. Penyidik pembantu menyerahkan berkas perkara kepada penyidik,
kecuali perkara dengan cara pemeriksaan singkat dapat langsung
kepada Penuntut Umum.
4. Dalam perkara dengan acara pemeriksaan cepat, penyidik menyerahkan
berkas perkara langsung kesidang pengadilan atau kuasa Penuntut
Umum demi hukum (Pasal 205 dan Pasal 212 KUHAP).
5. Apabila dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak
mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, penyidikan dianggap
selesai dan bila dikembalikan, penyidik wajib melengkapi sesuai
36 Ibid, h. 220, 259
37 Ibid, h. 220, 260
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petunjuk Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (4) dan Pasal 138 ayat (2)
KUHAP).38
Pengertian mengenai penyitaan, tercantum dalam Pasal 1 butir
16 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau
menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak, berwujud, atau tidak
berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan.39
Dari definisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan “serangkaian
tindakan penyidik untuk melakukan penyidikan”
2. Penyitaan bersifat pengambil-alihan atau penyimpanan dibawah
penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain.
3. Penyimpanan di bawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang
lain.
4. Benda yang disita itu berupa benda bergerak dan tidak bergerak,
berwujud dan tidak berwujud.
5. Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian.
Dari uraian di atas jelaslah kiranya bahwa peranan barang bukti dalam
suatu proses perkara pidana sangat besar artinya, oleh karena itu barang-barang
bukti dalam suatu perkara pidana harus dijaga dan bila perlu dipelihara agar
38 Ibid, h. 260, 268
39 Ibid,  h. 189
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nilainya tidak berkurang. Hal ini kiranya penting sekali untuk kepantingan
lancarnya persidangan.
D. Penyidikan
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
menjelaskan tentang Penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut.
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.40
Menurut ketentuan sebagaiman diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP di
atas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap
tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau
mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh
ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.
Secara singkat tugas Penyidik adalah melakukan penyidikan. Kegiatan
penyidikan merupakan tindak lanjut penyelidikan, yang sedikit banyak telah
menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi.
Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa
perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara
mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang
sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana itu
bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada pada
40 KUHP & KUHAP, Op Cit, h. 213
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masyarakat  setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata diluar kesepakatan telah
mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak yang nyata-nyata dirugikan atas
peristiwa itu.41
Pengetahuan dan pengertian perlu ditanyakan dengan pasti dan jelas,
karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia.
Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:
1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
9. Penyitaan.
10. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya
kepada penyidik untuk disempurnakan.42
Penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana
yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.43
41 Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum
Progresif , (Jakarta: Sinar Grafika; 2012), h. 32
42 Ibid
43 Andi Hamzah, Op Cit, h 121
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Keberhasilan penyidikan juga dipengaruhi hasil penyelidikan. Tindakan
penyelidikan memang harus mengarah kepada kepentingan penyidikan. Untuk itu
undang-undang menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas penyelidikan,
penyelidik dikoordinasi, diawasi, dan diberi pentunjuk oleh penyidik.44
E. Tanggung Jawab Dalam Islam
Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan
wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut
kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul
jawab,mananggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung
akibatnya.
Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau
perbuatan yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga
berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.45
Tugas dan tanggung jawab itu merupakan amanat ketuhanan yang
sungguh besar dan berat. Menunaikan amanah adalah wajib hukumnya, amanah
wajib disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Allah SWT berfirman
dalam QS. an-Nisa/4:58.





44 Bambang Waluyo, Op Cit, h. 44
45 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, ( Jakarta; Balai
Pustaka: 2002) h. 1139
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


Terjemahnya:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”46
Pada ayat di atas, Allah memerintahkan agar menyampaikan amanat
kepada yang berhak.
Pengertian Amanat pada ayat ini ialah sesuatu yang dipercayakan kepada
seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amanat allah terhadap
hambanya yang harus dilaksanakan ialah antara lain: melaksanakan apa yang
diperintahkannya dan menjahui larangannya. Semua nikmat allah berupa apa saja
hendaknya kita memanfaatkan untuk Taqarruh (mendekatkan diri kepada-Nya).47
Kata amanat dalam ayat ini menjangkau amanat yang dipesankan oleh
Allah kepada hamba-hamba-Nya, seperti kewajiban shalat, zakat, puasa,
pembayaran kaffarah, penunaian nadzar, dan lain-lain amanat yang hanya
diketahui oleh allah dan hamba yang bersangkutan, dan amanat yang diterima
oleh seseorang dari sesamanya seperti titipan-titipan yang disertai dengan atau
tanpa bukti. Semuanya itu diperintahkan oleh Allah agar ditunaikannya. Karena
46 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 1-30, (Jakarta; Depag.
Peroyek Pengadaan  Kitab Suci Al-Qur’an: 1986), h. 168
47 Universitas Islam Indonesia, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti
Wakaf; 1991), h. 209
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jika tidak akan diambilnya dari padanya di hari qiamat, sebagaimana sabda
Rasulullah saw:
“tunaikanlah amanat-amanat itu kepada yang berhak menerimnya, sehingga
kambing-kambing yang tidak bertandukdiberi hak membalas kambing yang
bertanduk”
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Mas.ud yang
bercerita: “Ucapan syahadat menebus segala dosa kecuali amanat yang dikhianati.
Sesorang akan didatangkan pada hari qiamat, walaupun ia seorang syahid yang
mati di jalan Allah.48
Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian
kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab.
Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan
tanggung jawab itu. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua
sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain.
Allah SWT menyatakan dalam QS. al Anfal/8:27





Terjemahnya:
48 H Salim Bahreisy, Tafsir Ibnu Katsier, (kuala lumpur: Victory Agency; 1988), h.448
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"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang
dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."49
Ayat diatas menegaskan bahwa Allah SWT menyeru kaum Muslimin agar
mereka tidak menghianati Allah dan Rasul-Nya, yaitu mengabaikan kewajiban-
kewajiban yang harus mereka laksanakan, melanggar larangan-larangannya, yang
telah ditentukan dengan perantaraan wahyu. Dan tidak menghianati amanat yang
telah dipercayakan kepada mereka, yaitu menghianati segala macam urusan yang
menyangkut ketertiban umat.
Tanggungjawab membutuhkan kedisiplinan tinggi dalam diri seseorang,
untuk menjalankan tuntunan syariat yang berupa aqidah, ibadah, akhlaq, maupun
mu’amalah. Sehingga tanggungjawab dalam Islam yang terkait dengan individual,
jama’ah, masyarakat, umat dan amal dapat diklasifikasikan sebagai berikut :50
a). Tanggungjawab terhadap Allah SAW, Al-Qur’an dan As-Sunnah.
b). Tanggungjawab terhadap diri sendiri.
c). Tanggungjawab terhadap kerabat dan keluarga.
d). Tanggungjawab terhadap masyarakat sekitar.
e). Tanggungjawab terhadap umat Islam keseluruhan.
f). Tanggungjawab terhadap instansi, organisasi, gerakan dakwah dll.
Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia
merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk
49 Departemen Agama Ri, Op Cit. h. 746
50 Syaikh Shafiyyurrahman ahman al-Mubarakfuri, Shahih Tafsir Ibnu Katsi, (Jakarta:
Ibnu Katsir; 1428 H) h. 559
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perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan mengabdian
atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran
bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan,
keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka allah
memerintahkan agar menunaikannya barang siapa yang tidak melakukannya
didunia ini, mereka akan dimintai pertanggung jawaban pada hari kiamat.51
51 Ibid
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BAB III
METODE PENELITIAN
Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam
taraf keilmuan. “Metode Ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan
pengetahuan yang disebut ilmu.” “tidak semua pengetahuan dapat disebut
ilmu, karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus
memenuhi syarat-syarat yang dimaksud yang tercantum dalam metode
ilmiah”.1
Agar suatu penelitian dapat bersifat objektif maka dalam mengambil
kesimpulan harus berpedoman pada metode penelitian. Dalam melakukan
penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
penelitian  deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan
secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang menjadi pokok
permasalahan.
2. Jenis pendekatan
Jenis pendekatan yang diguanakan penulis adalah yuridis normatif,
pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan
prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui library research.
1 Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2002), h. 44
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Penelitian ini menekankan pada segi-segi yuridis, dengan melihat dengan
peraturan perundang-undangan.
Penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini
disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas
hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan
yang memberikan suatu penelitian terhadap hukum, yang artinya memberikan
suatu penilaian yang bersifat etis.2 Pendekatan terhadap hukum yang normatif,
mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma kaidah,
peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu
sebagai produk dari suatu kekuasaan yang berdaulat dan dalam penelitian ini
sudah ada pada suatu situasi konkrit.
3. Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan di
Polres Gowa dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan
sekunder.
1. Data primer
Merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui
wawancara pada pihak-pihak yang terkait dan relevn dengan
permasalahn yang dirumuskan dalam skripsi ini yaitu
wawancara dengan penyidik polres gowa. Dan beberapa jajaran
lain yang biasa bekerja membantu penyidik.
2. Data sekunder
2 Ibid., h. 3
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Merupakan data yang diperoleh dari peraturan perundang
undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan
permasalahan yang ada dalam skripsi ini.
a. Jenis Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif.
Kualitatif yaitu suatu jenis data yang mengategorikan data secara
tertulis untuk mendapatkan data yang mendalam dan lebih bermakna.
b. Sumber data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai
berikut:
1. Data pustaka melalui Library research, dengan jalan menelaah
buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya
yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.  Metode ini
menggunakan dua kutipan sebagai berikut:
a. Kutipan Langsung
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain
secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun
merubah susunan redaksinya.
b. Kutipan Tidak Langsung
Penulis mengutip pendapat orang lain dengan cara
memformulasikan ke dalam susunan redaksi yang baru,
tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya, mengutip
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pendapat orang lain dengan cara meringkasnya tetapi inti
dari pendapat tersebut tetap sama.
2. Data lapangan melalui Field research, dengan cara-cara seperti
interview yaitu berarti kegiatan langsung ke lapangan dengan
mengadakan wawancara  dan tanya jawab pada informan penelitian
untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang
diperoleh melalui angket yang dipandang meragukan.
c.Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian
ini adalah:
1. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi
dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan
makna dalam suatu topik tertentu.3
2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat
dokumen-dokumen bisa terbentuk tulisan (peraturan dan
keputusan), gambar atau karya-karya yang momental yang
bersangkutan.
3. Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisi dan
mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku
dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara
langsung.4 Catatan lapangan, menurut Bogdan dan Biklen
3 Ronny Hanitidjo Soemitro, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Data Media, 1994), h.
44 - 45.
4 Hadi Sutrisno, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172
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(1982:74), adalah catatan apa yang tertulis tentang apa yang
didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka
pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian.5
4. Triangulasi (gabungan) adalah sebagai teknik pengumpulan data
yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan
data dan sumber data yang telah ada.6
d. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu
peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh
penelitian kualitatif siap melakukan peneliti yang selanjutnya terjung
kelapangan. Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk
meneliti adalah sebagai berikut:
1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari
informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis: berfungsi untuk mencatat semua
percakapan dengan sumber data.
3. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau
pembicaraan dengan informan.
4. Kamera: berfungsi untuk memotret lokasi penelitian atau peneliti
sedang melakukan pembicaraan dengan informan.
5 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2011), h. 209.
6 Sugiono., op, cit., h. 225-242
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e.Prosedur penelitian
Kegiatan penelitian ini dimulai dengan memperoleh informasi dari
Kapolres Gowa yang akan menjadi informan dalam penelitian ini.
Informan pertama ditentukan oleh penulis sendiri sampai akhirnya
semua data yang diperlukan terkumpul.
4. Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengelolahan Data
Pengelolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses
mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan,
dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini
adalah:
1. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang
bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan
keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan
jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan
memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-
raguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.
2. Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam
melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian
lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan
cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.
b. Analisis Data
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Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan
memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh.
Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.
Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya
menjadi satuan yang dapat dikelolah, mensistensikannya, mencari
dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa
yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
kembali.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Tanggung Jawab Penyimpanan Barang Bukti Pada Tingkat Penyidikan
Penyimpanan barang bukti sangatlah penting, mengingat untuk
mendapatkan barang bukti dalam sebuah kasus tidaklah mudah atau gampang,
berbagai hambatan dan kendala sering muncul dalam kegiatan penyelidik untuk
memperoleh barang bukti yang dibutuhkan untuk dapat penyempurnaan dan
pelengkap pada kegiatan penyidikan dan penuntutan didepan persidangan.
Mengingat betapa pentingnya peranan barang bukti dalam suatu proses
perkara pidana, maka Polri selaku aparat penegak hukum yang terdepan dalam
penangangan suatu perkara pidana memandang perlu untuk memberikan petunjuk
kepada seluruh aparatnya tentang penanganan barang bukti, utamanya penanganan
di Tempat Kejadian Perkara dan Penanganan pada tahap penyimpanan barang
bukti.
Dalam jajaran Polri, penyidik dan penyelidik dalam melakukan segala
kegiatan dan usaha yang berkaitan dengan pengambilan dan penyimpanan harus
sesuai dengan prosedur standar yang telah dilakukan, atau setidaknya bertindak
tidak bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku.
Di dalam hukum positif Indonesia telah diatur sedemikian rupa pejabat-
pejabat mana saja yang diperbolehkan melaksanakan tugas mengamankan barang-
barang yang dijadikan bukti dalam suatu perkara pidana. Mengamankan barang
bukti merupakan wewenang penyidik untuk mencari, menerima dan menyimpan
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hingga barang bukti tersebut sampai pada saat diajukan didepan persidangan.1
Pengaman yang baik seperti yang dimaksud barang tentu akan menambah dan
mempercepat proses penyelesaian suatu perkara pidana yang ada.
Adapun kewenangan dan tanggung jawab atas barang bukti pada tingkat
penyidik, sejak benda itu disita. Sejak penyidik menyita suatu benda yang diduga
sebagai barang bukti atas suatu perbuatan pidana dalam pemeriksaan penyidikan,
kemudian menyimpan barang bukti tersebut, sejak itu terjalin kewenangan  dan
tanggung jawab aparat atas barang bukti, dan hal itu berlangsung selama
pemeriksaan perkara berada dalam tingkat penyidikan.
Sejauh mana tanggung jawab penyimpanan barang bukti pada tingkat
penyidikan, menurut hasil penelitian yang telah ditemukan bahwa barang bukti
ternyata tidak ditempatkan pada suatu tempat yang khusus dan permanen sesuai
dengan standar supaya barang bukti tetap terjaga agar tidak hilang ataupun rusak.
Menurut AIPTU Abdullah Amiruddin bahwa barang bukti yang diperoleh
disimpan dan diamankan pada tempat yang dulunya bekas ruangan kerja Polres
Gowa yang sekarang dijadikan gudang atau ruangan untuk menyimpan barang
bukti, selain itu tempat penyimpanan barang bukti tersebut selalu aman dan
dijamin terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.2
Menjadi rahasia umum, bahwa sering terjadi barang bukti yang cacat,
hilang sebahagian dan bahkan hilang sama sekali yang kondisi ini harus diterima
begitu saja dan menjadi hal yang seakan-akan biasa terjadi, padahal persoalan
semacam itu tentu saja tidak menyalahi prosedur dan tata cara yang ada. Tindakan
1 http://rupbasanwonosari.blogspot.com
2 AIPTU Abdullah Amiruddin, Hasil Wawancara di Polres Gowa, Rabu, 21 Agustus
2013.
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merusak atau mengambil barang bukti, pada  lingkungan Polri tentu saja
sebenarnya akan mendapatkan sanksi disipliner.
Keamanan dan keutuhan barang bukti bukan hanya tanggung jawab
penyidik, tapi menjadi tanggung jawab seluruh jajaran personil yang ada di Polres
Gowa. Hanya saja tidak dipungkiri bahwa ada segelintir oknum yang kadang tidak
sengaja telah memnfaatkan untuk kepentingan tertentu. Padahal sudah dijelaskan
bahwa dalam susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pasal 7 menyebutkan bahwa susunan organisasi dan tata kerja Kpepolisian Negara
Republik Indonesia disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya
yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.3
Menurut IPTU Hendra Saryanto tindakan oknum yang telah tidak
disengaja atau sengaja memanfaatkan barang bukti untuk keperluan atau
kepentingan tertentu, tidak bisa dipungkiri seperti pemakaian kendaraan bermotor
yang dipakai penyidik untuk kepentingan pribadi walaupun pada dasarnya barang
bukti tersebut dijaga dan dikembalikan. Dengan melakukan peneguran secara
langsung sering kali diacuhkan karena penyidik menganggap barang bukti itu
hanya dipinjam dan akan dikembaklikan. Menurut saya dengan alasan apapun itu
adalah pelanggaran prosedur, seharusnya barang bukti dikumpulkan dan disimpan
ketempat penyimpanan sambil menunggu untuk dipindahkan ke Pengadilan
beserta tersangkanya.4 Dibutuhkannya barang bukti untuk proses penyidikan dan
pemeriksaan pengadilan dalam pelimpahan berita acara tentunya harus disertakan
pula saat dibutuhkan barang bukti dan barang bukti yang telah rusak dan hilang
3 Undang-Undang Nomor  2 Tahun  & Peraturan   Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2012
Tentang Kepolisian (Jakarta: Permata Press; 2012) h. 5
4 IPTU Hendra Saryanto, Hasil Wawancara di Polres Gowa, Kamis, 22 Agustus 2013
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sebahagian, maka penyidiklah yang akan kesulitan untuk memperbaiki atau harus
diganti dengan barang yang sama.
Barang bukti yang dikembalikan kepada pemiliknya, jika dengan kondisi
yang tidak sesuai dengan aslinya menurut pemilik tentu menimbulkan pertanyaan
atau komplain. Dan pertanyaan dan komplain yang terjadi sulit untuk ditindaki
karena tidak jelas penanggung jawab penyimpanannya. Ini tentu saja akan
menimbulkan dampak yang buruk bagi polisi dimasyarakat umum.
Selama kurun waktu lima tahun bahwa dengan jumlah barang bukti yang
berhasil diamankan oleh penyidik Polres Gowa terhitung sejak 2008 sampai tahun
2012 sebanyak 568 (tabel 1):
Tabel 1
Jumlah Barang Bukti Yang Berhasil Diamankan Oleh Penyidik
Polres Gowa
Tahun Jumlah Kasus Jumlah Barang Bukti Presentase
2008 88 118 20.78
2009 78 70 12.32
2010 80 154 27.11
2011 99 92 16.19
2012 102 134 23.6
Jumlah 447 568 100
Sumber data: Polres Gowa5
5 Polres Gowa (UNIT TAHTI) : Daftar Simpanan Barang-Barang Bukti Tahun 2008 -
2012
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Tabel di atas menunjukkan bahwa menunjukkan jumlah barang bukti yang
berhasil diamankan oleh penyidik Polres Gowa dalam kurun waktu lima tahun
terhitung sejak tahun 2008 sampai 2012 sebanyak 568 dengan perincian sebagai
berikut: pada tahun 2008 sebanyak 118 barang bukti, pada tahun 2009 sebanyak
70 barang bukti, pada tahun 2010 sebanyak 154 barang bukti, pada tahun 2011
sebanyak 92 barang bukti, pada tahun 2012 sebanyak 134 barang bukti.
Dengan jumlah seperti itu seharusnya dipersiapkan tempat khusus
penyimpanan barang bukti dan permanen agar keamanan dan keutuhan serta
kontrol dapat dilakukan secara maksimal.
Adanya barang bukti yang masih memiliki fungsi dan manfaat dengan
kepentingan pribadi, seperti yang dikatakan Kapolres Gowa bahwasanya barang
bukti yang bisa dimanfaatkan baik langsung maupun tidak langsung oleh oknum
tertentu tanpa hak, untuk sementara dipinjam pakai sehingga berpeluang besar
untuk barang bukti tersebut rusak atau hilang sebahagian. Berbagai macam bukti
ditemukan (tabel 2):
Tabel 2
Jenis Barang Bukti Yang Berhasil Diamanakan Oleh Penyidik
Polres Gowa
NO JENIS BARANGBUKTI
TAHUN JUMLAH2008 2009 2010 2011 2012
1 PARANG 10 21 20 12 15 78
2 BADIK 2 4 3 3 6 18
3 CELURIT 1 0 0 1 2 4
4 SABU-SABU 0 0 2 1 3 6
5 ALAT HISAP 0 0 4 1 2 7
6 ALUMINIUM FOIL 0 0 2 4 5 11
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7 UANG PALSU 0 2 5 12 20 39
8 KOREK GAS 1 0 2 7 5 15
9 TELIVISI 0 2 1 4 3 10
10 KOMPOR GAS 1 0 2 2 3 8
11 PANCI 0 1 0 2 3 6
12 CELANA JEANS 0 1 1 2 3 7
13 BAJU 0 0 0 1 4 5
14 MOTOR 0 0 1 4 2 7
15 MOBIL 0 0 1 0 2 3
16 SEPEDA 2 0 0 1 3 6
17 LEPTOP 19 8 23 1 0 51
18 HANDPHONE 33 12 30 0 0 75
19 SANDAL 18 4 27 11 36 96
20 SEPATU 11 7 14 20 12 64
21 HELM 20 8 16 3 5 52
JUMLAH 118 70 154 92 134 568
Sumber Data: Polres Gowa6
Dari tabel diatas, jumlah yang cukuk banyak dan dengan nilai ekonomis,
sifat dan keadaan, memang sudah seharusnya disimpan secara profesional agar
dapat dipergunakan pada proses-proses selanjutnya. Adapun yang dimaksudkan
“Lain-Lain” pada jenis barang bukti di atas seperti Handphone (HP),  sandal,
sepatu, helm, dan leptop.
Dengan beragam macam jenis serta sifat dari barang bukti pada tingkat
penyidik, memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas barang bukti yang
membahayakan karena biaya penyimpanan benda tersebut terlalu tinggi, maka
penyidik dapat melakukan tindakan-tndakan tertentu sesuai dengan prosedur yang
ada berdasarkan penilaian dan pembuktian keadaan barang bukti yang disita
memang benar-benar lekas rusak, membahayakn atau terlampaui tinggi biaya
penyimpanan, dengan meminta pertimbangan dari ahli.
6 Ibid
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Terutama mengenai benda yang mudah rusak, adaalah bijaksana jika
penyidik lebih dahulu meminta keterangan dari ahli sebagai bukti dan
pertanggung jawaban hukum tentang kebenaran keadaan barang tersebut. Kecuali
mengenai barang bukti yang disita dapatmembahayakn kesehatan atau lingkungan
atau keadaan benda itu mudah terbakar, dan keadaan sifat benda itu merupakan
pengetahuan masyarakat, dalam hal sperti itu tidak perlu meminta pendapat ahli.
B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyimpanan Barang Bukti
Dari uraian sebelumnya mengenai tanggung jawab penyimpanan barang
bukti pada tingkat penyidik, sekiranya telah dapat kita lihat bahwa masih
kurangnya perhatian atau tanggung jawab biasa kita katakan tidak maksimal. Hal
ini dikarenakan oleh adanya beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam
penyimpanan barang bukti.
Berkaitan dengan fasilitas penunjang untuk melakukan penyimpanan
barang bukti berupa ruangan khusus atau gudang tertentu, menurut AIPTU
Abdullah Amiruddin dalam pengadaan gudang belum mempunyai cukup
anggaran, padahal dilihat pada Polres ini sudah memiliki lahan atau tempat untuk
membangunnya. Di Polres Gowa dengan jumlah ruangan saat ini mengalami
kendala menyediakan tempat penyimpanan barang bukti yang permanen, sehingga
ada satu ruangan bekas ruangan kerja yang dipakai sementara untuk penyimpanan
barang bukti apabila sudah banyak.7
7 AIPTU Abdullah Amiruddin, Op Cit
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Dengan kondisi seperti itu tentu saja pengawasan dan pemeliharaan
terhadap barang bukti menjadi memprihatinkan. Hal ini harusnya tidak terjadi
karena seharusnya seluruh porsenil dapat bertanggung jawab terhadap keamanan
barang bukti yang ada. Adanya oknum yang dengan sengaja memanfaatkan
barang bukti menjadi hambatan tersendiri dalam jajaran, kebiasaan ini tidaklah
mudah untuk dihilangkan. Meskipun seara umum telah jelas dan tegas mengenai
aturan yang berlaku dalam kesatuan namun masih ada saja yang berani untuk
melakukan tindakan tersebut.
Terkait dengan porsenil, menurut AKP M. Akbar, bahwa jumlah porsenil
yang ada jika dibandingkan dengan wilayah ruang lingkup operasi dan jumlah
penduduk yang semakin bertambah tentu saja tidak sebanding dari porsenil yang
ada. Dimana belum sanggup menangani secara maksimal masyarakat yang butuh
pelayanan yang memuaskan dari pihak kepolisian setempat yaitu Polres Gowa dan
juga perlunya keahlian khusus yang harus dimiliki oleh para porsenil dalam
menangani barang bukti dalam sebuah kasus yang terjadi.8
Selain kondisi yang sifatnya intern yang menjadi hambatan, bahwasanya
ada beberapa hambatan yang sering muncul pada barang bukti yang disita untuk
kepentingan panyidikan, seperti barang bukti yang diminta oleh pemilik untuk
dipakai padahal bahwa arang bukti yang dijadikan sebagai bukti tidak dibenarkan
untuk dipakai oleh siapapun sebelum memperoleh keputusan hakim yang pasti.
Namun dalam praktek, biasa dijumpai adanya barang bukti dalam suatu perkara
pidana yang dipakai/dipinjam oleh pemiliknya atau oleh aparat penyidik itu
8 AKP M.Akbar, hasil wawancara di Polres Gowa, Jumat, 23 Agustus 2013.
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sendiri. Bahwa adanya peminjaman atau pemakaian barang bukti ini didasarkan
atas kebijaksanaan semata-mata demi kepentingan kemanusiaan.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian-uraian pada pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka
penulis menarik kesimpulan hasil dari penelitian yang meliputi beberapa hal,
yaitu:
1. Tanggung jawab penyimpanan barang bukti pada tingkat penyidikan
terlihat masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan barang bukti yang
berhasil dikumpulkan penyidik Polres Gowa tidak ditempatkan pada
tempat khusus dan permanen yang dapat dipertanggung jawabkan
keamanan dan keutuhannya, karena adanya penyalahguanaan barang
bukti baik disengaja ataupun tidak disengaja oleh oknum sehingga bisa
mengakibatkan barang bukti itu rusak atau hilang sebahagian.
2. Hambatan yang dihadapi dalam penyimpanan barang bukti adalah tidak
adanya fasilitas khusus dan permanen yang memadai berupa ruangan atau
gudang yang dapat digunakan untuk penyimpanan barang bukti pada
Polres Gowa, tidak adanya pengawasan yang maksimal terhadap barang
bukti, baik dari penyidik ataupun dari porsenil lain yang ada di Polres
Gowa dan masih adanya oknum yang memanfaatkan barang bukti untuk
kepentingan yang bersifat pribdi.
63
B. Saran
Dari kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran yang sekiranya
dapat menjadi bagian solusi dari maslah yang berkaitan dengan tanggung jawab
penyimpanan barang bukti, yaitu :
1. Tanggung jawab dalam penyimpanan barang bukti perlu ditingkatkan
dengan menempatkan barang bukti pada tempat yang khusus yang
sudah permanen disiapkan sehingga keamanan dan keutuhannya
terjamin, pemberian pemahaman kepada jajaran akan pentingnya
barang bukti dengan pelatihan dan sebagainya.
2. Agar hambatan-hambatan yang timbul dapat dihindari dan ditanggulangi
maka perlu untuk :
a. Penyedian fasilitas khusus yang dipergunakan sebagai tempat untik
penyimpanan barang bukti.
b. Perlu diadakan porsenil yang lebih banyak dan porsenil khusus
melakukan pengawasan terhadap barang bukti.
c. Penindakan secara tegas segala bentuk pelanggaran yang terjadi
dalam ruang lingkup jajaran porsenil Polres Gowa.
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